GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI
PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang memiliki
prinsip yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor
35 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Penanganan Pelanggaran
Kode Etik Bagi Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2017
tentang Kode Etik Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi
Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga
perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 53
Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Penanganan Pelanggaran Kode
Etik Bagi Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah;

Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




. .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

5. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 203);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 511);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI PERSONIL UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini
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Pasal 1
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan
Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi Personil Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Februari, 2022
%GUBERNUR GORONTALO,

5 Ditandatangani secara elektronik oleh :
5] Gubernur

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
/

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR..5.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




